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PERCEPATAN PEMANFAATAN BAHAN BAKAR GAS
UNTUK TRANSPORTASI JALAN

(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 25 Tahun 2017, tanggal 29 Maret 2017}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERG! DAN SUMBER DAYA MTNERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pas-
al 16 ayat (3} Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, d m Pene-
tapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Ja-
lan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pres-
iden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nornor 64 Tahun 2012 tentang
Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga
Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan, perlu
rnenetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
| Daya Mineral tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan
Bakar Gas untuk Transportasi Jalan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi {Lembaran Negara Repu-
blik Indonesia Tahun 2001 Nornor 136, Tamba-
han Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomar
4152);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Nega-
ra Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Peraturan Pemerintah Nemor 36 Tahun 2004 ten-
tang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No-
mor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Per-
aturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 ten-
tang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nor > 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik i ;onesia Nomor 49986);

4. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 ten-
tang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan
Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Ja-
lan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 137) sebagaimana telah diubah den-
gan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No-
mor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendis-
tribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas
untuk Transportasi Jalan {Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2015 Nomor 253);

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 ten-
tang Kementerian Energi dan Sumber Daya Min-
eral {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomer 105 Tahun
20186 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian En-
ergi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 289);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan
Gas Bumi Untuk Bahan Bakar Gas Yang Digunak-

an Untuk Transportasi (Berita Negara Republik In-~

donesia Tahun 2010 Nomor 599);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG PERCEPATAN PEMANFMTAN
BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTAS! JA-
LAN.

Pasal 1




Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dengan:
1.

Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidro-
karbon yang dalam kondisi tekanan dan tempera-
tur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari
proses penambangan Minyak dan Gas 8umi.
Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disingkat BBG
adalah bahan bakar untuk digunakan dalam ke-
giatan transportasi jalan yang berasal dari Gas
Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas
Bumi.

Compressed Natural Gas yang selanjutnya dising-
kat CNG adalah Bahan Bakar Gas yang berasal
dari Gas Bumi dengan unsur utamanya metana
(Cl) yang telah dimarnpatkan dan dipertahankan
serta disimpan pada bejana bertekanan khusus
untuk mempermudah transportasi dan penimbu-
nan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar
untuk kendaraan.

Peralatan Konversi Bahan Bakar Gas yang selan-
jutnya disebut Konverter Kit adalah seluruh pera-
latan yang digunakan pada sistem pemakaian
Bahan Bakar Gas pada kendaraan bermotor yang
terdiri dari tangki dan pengikatnya, penyaluran,
pengatur (regulator), pencampur (mixer) serta
peralatan lainnya.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selan-
jutnya disingkat SPBG adalah setiap tempat un-
tuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan
Bakar Gas yang dimiliki atau dikuasai cleh Badan
Usaha.

Kendaraan Dinas adalah kendaraan bermotor
yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah, Badan
Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Dae-
rah.

Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan
hukum vyang menjalankan jenis usaha bersifat
tetap, terns-menerns dan didirikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya dis-
ingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara me-
lalui penyertaan secara langsung yang berasal
dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya dis-
ingkat BUMD adalah badan usahs yang seluruh
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11.
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(3)

(1)

(2)
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atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Dae-
rah.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas
bumi.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang
mempunyai tugas menyelenggarakan perurnusan
dan pelak'sanaan kebijakan di bidang pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kegiatan Minyak
dan Gas Bumi.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penye-
diaan dan pendistribusian BBG berupa CNG yang
diperuntukkan bagi kendaraan bermotor untuk
transportasi jalan.
Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa
CNG sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilak-
sanakan secara bertahap pada daerah tertentu
datam wilayah Negara Kesatuan Republik Indone-
sia.
Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3
Dalam rangka mendukung ‘penétapan daerah
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Menteri menetapkan peta jalan (roadmap) yang
memuat antara lain:
a. wilayah penyediaan dan pendistribusian BBG
berupa CNG;
b. sasaran pengguna BBG berupa CNG;
volume pendistribusian BBG berupa CNG; dan |
d. data kebutuhan infrastruktur pendukung ses-
uai dengan peta jalan {roadmap).
Penetapan peta jalan {roadmap) sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ha- |
sil studi kelayakan feasibility study).
BUMN, BUMD, atau Badan Usaha yang akan
melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG
berupa CNG pada daerah tertentu dapat mengu-
sulkan studi kelayakan masibility study) kepada
Direktur Jenderal untuk dimasukkan ke dalam
peta jalan (roadmap).

o

Pasal 4
Dalam rangka menjamin ketersediaan Gas

Bumi dan menjamin mutu {spesifikasi} BBG berupa |
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CNG, Menteri menetapkan:

a.

(1

(2)

{1

{2)

(3)

{1)

(2)

alokasi Gas Bumi dari kontraktor kontrak kerja
sarna untuk kebutuhan penyediaan dan pendis-
tribusian BBG berupa CNG berdasarkan peta jalan
(roadmap); dan .
spesifikasi teknis BBG berupa CNG.

Pasal b

Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBG

berupa CNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 meliputi:

a. pembangunan, pengoperasian, dan pemesli-
haraan SPBG;

b. pembangunan, pengoperasian, dan pemeli-
haraan sarana dan fasilitas pengangkutan Gas
Bumi dari sumber pasok; dan/atau

c. penyediaan, pengoperasian, dan pemelihara-
an sarana dan fasilitas pengangkutan BBG
berupa CNG.

Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG

berdasarkan peta jalan (roadmap) dapat dilakukan

melalui mekanisme penugasan atau penunjukan
langsung oleh Menteri atau usulan Badan Usaha.

Pasal 6
Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG
berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal & ayat (2) dilakukan oleh BUMN.
Penugasan kepada BUMN sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dalam penyediaan dan pendis-
tribusian BBG berupa CNG dapat dibiayai melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
anggaran BUMN.
Pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) hanya terbatas pada pembangunan SPBG, sa-
rana dan fasilitas pengangkutan Gas Bumi dari
sumber pasck, atau pengangkutan BBG berupa
CNG.

Pasal 7

Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG
berdasarkan penunjukan langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2} dilakukan oleh
BUMD dan/atau Badan Usaha.

Penunjukan langsung kepada BUMD danlatau
Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam penyediaan dan pendistribusian BBG
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berupa CNG dibiayai melalui anggaran BUMD
dan/atau Badan Usaha.

Pasal 8
Terhadap penyediaan dan pendistribusian

BBG berupa CNG oleh BUMN sebagaimana dimaksud

dalam Pasalé dan BUMD dan/atau Badan Usaha seb- |

agaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memenuhi
ketentuan:

d.

{1

(2)

(1}

(2)

memiliki sarana dan fasilitas penyediaan dan
pendistribusian BBG berupa CNG; dan

memiliki 1zin Usaha Niaga di bidang penyediaan
BBG. i

Pasal 9

Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG
berdasarkan usulan dari Badan Usaha yang akan
melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG
berupa CNG dilakukan dengan mengajukan per-
mohonan kepada Direktur Jenderal.

Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG
atas usulan dari Badan Usaha sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai den-
gan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan penyediaan dan pendistri-
busian BBG berupa CNG, BUMN, BUMD, atau
Badan Usaha dapat melakukan kegiatan penyal-
uran melalui Penyalur BBG berupa CNG sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undan-
gan.

BUMN, BUMD, atau Badan Usaha dalam menun-
juk Penyalur BBG berupa CNG, wajib menguta-
makan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan
usaha swasta nasional melalui perjanjian kerja

© sama.

(3)

(4)

BUMN, BUMD, atau Badan Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan penun-
jukan Penyalur BBG berupa CNG kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal untuk diberikan Surat
Keterangan Penyalur.

Dalam kegiatan penyaluran BBG berupa CNG oleh
Penyalur, BUMN, BUMD, Badan Usaha, dan Pe-
nyalur wajib menjamin aspek keselamatan min-
yak dan gas bumi.

Pasal 11




BUMN, BUMD, atau Badan Usaha vyang
melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG beru-
pa CNG berdasarkan peta jalan {roadmap) diberikan
.alokasi Gas Bumi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

(1) Dalam hal penyediaan dan pendistribusian BBG
berupa CNG melalui mekanisme penugasan seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan penunju-
kan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 belum mencapai keekonomian, BUMN, BUMD,
atau Badan Usaha dapat memanfaatkan alokasi
Gas Bumi yang diberikan untuk sektor industri
dan rumah tangga sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan sampai mencapai ta-
hap keekonomian penyediaan dan pendistribusian
BBG berupa CNG.

{2) Pemanfaatan alckasi Gas Bumi untuk sektor in-
dustri dan rumah tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dibatasi paling besar 30% (tiga pu-
fuh persen).

{3) Pemanfaatan alokasi Gas Bumi untuk sektor in-
dustri dan rumah tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) harus mendapat persetujuan Men-
teri dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian
BBG berupa CNG, Menteri menetapkan harga
Gas Bumi sesuai alokasi Gas Bumi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan harga jual BBG beru-
pa CNG secara terintegrasi.

(2) Perhitungan harga juat BBG berupa CNG mengacu
pada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pemanfaatan Gas Bumi
untuk BBG transpartasi.

Pasal 14

Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengang-
kutan Gas Bumi Melalui Pipa dan/atau Badan Usaha
Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui Pipa
Dedicated Hilir wajib menyediakan fasilitasnya untuk
menyalurkan Gas Bumi dari sumber pasokan ke SPBG
dalam ha1l diperlukan dengan mempertimbangkan as-
pek keselamatan peralatan dan instalasi pipa penyalur.

Pasal 15

Pengangkutan Gas Bumi untuk keperluan pe-
nyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG dibe-
baskan dari biaya pengangkutan Gas Bumi (tollfee).

Pasal 16

Dalam rangka percepatan pemanfaatan BBG
berupa CNG untuk transportasi jalan, Instansi Pemer-
intah, BUMN, BUMD beserta anak perusahaannya,
Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap pada kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi dan kegiatan usaha
penunjang Minyak dan Gas Bumi diwajibkan untuk
menerapkan penggunaan BBG berupa CNG bagi kend-
araan bermotor operasionalnya sesuai dengan peta
jalan (roadnap} sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 17

{1) Dalam rangka mendorong penggunaan BBG beru-
pa CNG untuk transportasi jalan, Menteri dapat
memberikan bantuan Konverter Kit dan pemasan-
gannya secara gratis 1 (satu) kali kepada Kenda-
raan Dinas dan kendaraan bermotor angkutan
penumpang umum.

{2) Penyediaan dan pemasangan Konverter Kit untuk
Kendaraan Dinas dan kendaraan bermotor ang-
kutan penumpang umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMN berdasar-
kan penugasan dari Menteri.

{(3) Penyediaan dan pemasangan Konverter Kit untuk
Kendaraan Dinas dan kendaraan bermotor ang-
kutan penumpang umum sebagaimana dirnaksud
pada ayat {1} dapat dilakukan dengan menggu-
nakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/
atau Anggaran BUMN penerima penugasan.

Pasal 18

{1} BUMN penerima penugasan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 8 dan/atau BUMD atau Badan
Usaha pelaksana penunjukan . langsung seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal7 dapat melak-
sanakan program penyediaan dan pemasangan
Konverter Kit di luar penugasan.

(2) Program penyediaan dan pemasangan Konverter
Kit di luar penugasan yang menggunakan APBN
dapat dilaksanakan secara bersamaan (bundling)
dengan layanan penjualan BBG berupa CNG.

(3) Penyediaan dan pemasangan Konverter Kit untuk
kendaraan BUMN, BUMD beserta anak perusa-
haannya, Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap pada
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kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan keg-
iatan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi di-
lakukan dengan menggunakan anggaran BUMN,
BUMD beserta anak perusahaannya, atau Badan
UsahalBentuk Usaha Tetap serta sumber pem-
biayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 19

(1) BUMN penerima penugasan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 6 danlatau BUMD atau Badan
Usaha pelaksana penunjukan langsung seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib men-
gupayakan optimalisasi pemanfaatan SPBG dan
menjamin ketersediaan BBG berupa .CNG pada
SPBG.

{2) BUMN penerima penugasan penyediaan dan
pemasangan Konverter Kit wajib menjamin ket-
ersediaan Konverter Kit, suku cadang, dan lay-
anan purna pasang.

(3) BUMN, BUMD atau Badan Usaha yang melaku-
kan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa
CNG waijib menyediakan:

a. teknisi di SPBG untuk identifikasi awal kelay-
akan Konverter Kit yang terpasang; dan

b. sarana sosialisasi dan pelayanan informasi
penggunaan BBG berupa CNG kepada ma-
syarakat.

Pasal 20

Direktur Jenderal melakukan pembinaan,
pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan ke-
giatan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa
CNG meliputi:
a. realisasi volume alokasi Gas Bumi;
b. realisasi volume penjualan BBG berupa CNG;
c. mutu BBG berupa CNG;
d. kehandalan sarana dan fasilitas yang digunakan;

dan

e. keselamatan minyak dan Gas Bumi.

Pasal 21
Penyalur bahan bakar minyak yang berupa
stasiun pengisian bahan bakar umum yang berada di
daerah tertentu wajib menyediakan sarana pengisian
CNG paling sedikit 1 (satu} dispenser.

Pasal 22
asa -~

(1) BUMN, BUMD, Badan Usaha dan/atau masyara-
kat umum dilarang melakukan pendistribusian
dan penggunaan BBG berupa CNG untuk keper-
luan lain yang bertentangan dengan ketentuan
Peraturan Menteri ini.

(2) BUMN, BUMD, Badan Usaha dan/atau masyara-
kat umum yang melakukan pelanggaran atas ke-
tentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundangungdangan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penye-
diaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk
Transportasi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 407}, dicabut dan dinyatakan ti-
dak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.
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